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Abstrak
 

Dengan adanya lembaga pengangkatan anak bagi suatu keluarga atau seseorang yang tidak mempunyai anak

atau ingin menambah anaknya dapat melakukan pengangkatan anak sebagai salah-satu jalan keluarnya.

Orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia menurut peraturan yang ada bagi mereka berlaku

BW dalam lapangan hukum perdata tapi sehubungan dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai

pengangkatan anak dalam BW, maka bagi mereka diberlakukan Staatsblad 1917/129. Sehubungan dalam

Staatsblad 1917/129 tidak mengatur mengenai kewarisan maka timbul permasalahan yakni apakah anak

angkat dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan saling mewaris antara anak

angkat dengan orang tua angkatnya sudah terputus. Dengan dianggapnya anak angkat dianggap sebagai

keturunan atau anak kandung dari orang tua angkatnya maka ketentuan mengenai kewarisan bagi seorang

anak kandung dalam BW dapat diberlakukan juga terhadap seorang anak angkat dalam hal mewaris dari

orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam yang dalam hal ini mengenai

peraturan tentang pengang-katan anak mengatur bahwa dengan adanya pengangkatan anak pada dasarnya

tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah serta akibat-akibatnya terutama dalam lapangan hukum

kewarisan dan hukum perkawinan. Walaupun dalam lapangan hukum Kewarisan anak angkat bukanlah

merupakan ahli waris dari dari orang tua angkatnya namun seorang anak angkat masih dapat menerima harta

peninggalan dari orang tua angkatnya, melalui lembaga wasiat. Dengan adanya keanekaragaman hukum

mengenai pengangkatan anak sudah seharusnyalah dilakukan pemikiran-pemikiran ke arah pembentukan

UU mengenai pengangkatan anak. Dimana UU tersebut haruslah memperhatikan hukum-hukum yang hidup

dalam masyarakat.
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